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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan diantaranya;

1.

Implementasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-
HK/I/2005 kedalam peraturan perusahaan PT. Unikasa Kaltim
belum berjalan, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi
pemerintah terhadap perusahaan yang ada di Kalimantan Timur
termasuk PT. Unikasa, sehingga membuat pengusaha maupun para
pekerja atau buruh tidak paham ketika menghadapi proses
pemutusan hubungan kerja.
Kendala yang dihadapi dengan adanya Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-
13/MEN/SJ-HK/I/2005 kedalam peraturan perusahaan,
a.' Kurang pengawasan oleh pemerintah setempat yang
membidangi ketenagakerjaan terhadap nasib buruh atau pekerja

membuat pengusaha melakukan secara sepihak dalam

melakukan peraturan yang dibuat.



Kenyataan yang ada, para pekerja atau buruh dalam perusahaan
ini tidak memiliki serikat buruh atau serikat pekerja.
Kurangnya pemahaman perusahaan tentang penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

Upaya yang dilakukan oleh PT Unikasa Kalimantan Timur

terhadap masalah karyawan kemudian hari;

a.

Memfasilitasi agar terbentuknya serikat pekerja atau serikat
buruh di perusahaan sehingga membantu perusahaan dan

pekerja dalam menjalankan aturan perusahaan dengan

kondusif.
Melakukan  sosialisasi/penyuluhan,  training  msupun
pengawasan secara berkala merupakan salah satu tindakan

untuk pencegahan dini terhadap pemutusan hubungan kerja.
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B. Saran

1. Pemerintah daerah yang membidangi ketenagakerjaan lebih giat dalam
melakukan pengawasan di lingkungan perusahaan di Kalimantan Timur
dengan melihat kenyataan pada PT. Unikasa telah melakukan proses
PHK kepada 23 pekerja/buruhnya tidak sesuai dengan aturan pemerintah
yang berlaku, sehingga dengan pengawasan yang dilakukan secara
berkala baik meninjau langsung kelokasi kerja serta membandingkan
laporan tertulis yang didapat secara berkala dapat sedini mungkin
mengetahui kondisi ketenagakerjaan yang berjalan di perusahaan, dan
jika ada kesalahan maka bisa lansung di atasi dengan baik.

2. Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan didaerah Kalimantan
Timur secara terprogram melakukan pelatihan/training sebagai sarana
sosialisasi kepada perusahaan maupun pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh.

3. PT. Unikasa secepatnya memfasilitasi/membantu pekerja/buruh untuk
membentuk serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan dengan bertujuan
untuk membatu perusahaan dan pekerja/buruh yang mangalami masalah
ketenagakerjaan dapat menjembatani pengusaha dan pekerja dalam

berbagai permasalahan /perselisihan yang setiap saat mungkin terjadi.
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1V. Perundang-Undangan

Implikasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor Se-13/Men/Sj-Hk/I/2005  terhadap pemutusan
hubungan kerja Asal mula surat edaran menteri tenaga kerja dan
transmigrasi republik Indonesia nomor SE-13/MENSJ-HK/1/2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Surat Edaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tentang
Hak Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 92 Tahun 2004, Terbit Hari Rabu tanggal 17 Nopember 2004.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.13/MEN/SJ-
HK/1/2005 menindaklanjuti Surat Edaran Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji
Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17
Nopember 2004.



